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ABSTRAK 

 

 
Sri Wahyuni (I0119345) dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN 

PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR DALAM HAL 

ADANYA CACAT TERSEMBUNYI” Dibimbing oleh (Dr.Salma Laitupa, S.H., 

M.H.) sebagai Pembimbing I dan (Ika Novitasari, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing 

II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dealer terhadap 

cacat tersembunyi pada sepeda motor baru berdasarkan KUHPerdata dan Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta mengidentifikasi upaya hukum 

yang dapat ditempuh konsumen. Berdasarkan Pasal 1504–1512 KUHPerdata dan 

Pasal 4, 7, serta 19 UUPK, dealer berkewajiban mengganti atau memperbaiki 

barang cacat. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini sering tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum. Konsumen dapat menempuh upaya nonlitigasi, seperti negosiasi 

atau mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta 

litigasi dengan gugatan di pengadilan atas dasar wanprestasi atau pelanggaran 

UUPK. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan dealer terhadap hukum 

untuk melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan. 

Kata Kunci: tanggung jawab dealer, cacat tersembunyi, perlindungan konsumen, 

upaya hukum. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Transportasi merupakan dasar bagi perkembangan ekonomi dan 

perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industri, tiap negara bagaimanapun 

tingkatan perkembangan perekonominya membutuhkan alat transportasi yang 

cukup serta memadai, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang utama 

kegiatan ekonomi, maka tidak akan tercapai hasil yang memuaskan dalam usaha 

pembangunan ekonomi suatu Negara. 

Melihat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Indonesia saat ini 

semakin maju, sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan kendaraan sebagai 

alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. 

Salah satu transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah kendaraan 

bermotor. 

Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dalam 

memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. 

Sangat pentingnya transportasi terlihat dari semakin meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor yang dikonsumsi oleh masyarakat terutama jenis kendaraan 

bermotor roda dua. 

Jenis transportasi dapat digolongkan atas tiga bagian dijabarkan di bawah 

 

ini: 

 

1) Transportasi darat, diantaranya terdiri dari bis, truk, kereta api, mobil, 

kendaraan bermotor dan lain-lain. 

 

1 
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2) Transportasi laut diantaranya adalah kapal laut, kapal penyeberangan, dan 

lainnya. 

3) Transportasi udara seperti pesawat udara.
1
 

Sepeda Motor merupakan salah satu kendaraan yang banyak diminati oleh 

masyarakat bawah, menengah hingga kalangan atas. Penggunaan sepeda motor 

dalam kehidupan sehari hari sangatlah penting bagi kelancaran dalam berkendara 

yang mana sampai saat ini banyak jenis kendaraan yang beroperasi setiap harinya 

dijalan, sehingga pemakaian sepeda motor sangatlah dipercaya praktis karena 

kemudahan dalam berkendara. Setiap orang yang memiliki sepeda motor berharap 

agar tidak terjadi kerusakan pada motor mereka, namun terkadang setiap pengguna 

kendaraan roda dua tidak menyadari bahwa terdapat cacat tersembunyi dalam 

kendaraan tersebut. 

Jual beli sepeda motor ada dua pihak yang saling berhubungan erat, dalam 

hal ini pihak yang membutuhkan suku cadang, yaitu pihak pembeli dan pihak 

penjual. Jual beli adalah perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain berjanji untuk 

membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan 

hak milik tersebut. 

Pasal 1457 jo pasal 1459 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Jual 

beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga 

 

1 Arum Rifda. 25 Macam alat Transportasi Darat,Laut dan Udara 

https://www.gramedia.com/best-seller/macam-alat-transportasi/ diakses pada tanggal 7 Februari 

2024 pukul 20:56 WITA. 

https://www.gramedia.com/best-seller/macam-alat-transportasi/
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yang telah diperjanjikan. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah 

kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 

dan 616 KUHPerdata”. 

Hubungan jual beli diawali dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli 

yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian adalah hubungan hukum yang 

terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Bentuk 

dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang 

ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak. 

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berisi tentang kesepakatan oleh kedua 

belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek atau hal 

tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hak dan 

kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak. 

Penjual mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam perjanjian jual 

beli yaitu: 

a. Menyerahkan barang yang dijualnya kepada si pembeli 

 

b. Menjamin bahwa barang yang dijual baik kondisi maupun jenis dan 

jumlahnya sesuai dengan yang disepakati dengan yang disepakati dalam 

perjanjian jual beli. 

c. Penjual juga bertanggungjawab terhadap cacat-cacat tersembunyi yang 

membuat barang tersebut tidak dapat dugunakan atau mengurangi 

pemakaian, sehingga seandainya sipembeli tahu keadaan tersebut, pembeli 

tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang 
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dari hari yang telah disepakati.
2
 

 

Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat 

memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam 

maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak 

menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam 

penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen. 

Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang 

menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan 

keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu 

mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang 

semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya 

cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdata) baik dia 

mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi 

pada barang yang dijualnya. 

Dasar hukum pengaturan produk cacat dalam kitab undang-undang hukum 

perdata dalam pasal 1504 sampai pasal 1512, dikenal dengan terminologi. Cacat 

tersembunyi, pasal 1504 KUH perdata menetapkan bahwa dalam kasus ini, penjual 

selalu diharuskan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Karena itu jika 

pembeli mendapatkan barangnya ada cacat tersembunyi mempunyai dua pilihan. 

Pilihan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1507 KUH perdata, yang menetapkan 

bahwa  barang  yang  dibeli  akan  di  kembalikan  dengan  mengumpulkan 

 

 

2 Libertus Jehani, S.H., M.H. Pedoman Praktis membuat, surat perjanjian. Jakarta: 

Visimedia 2007. hal.3 
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pengembalian dana (Refund) dan barang yang dibeli akan ditahan dengan 

kompensasi dari penjual. 

Tujuan adanya pengaturan mengenai cacat tersembunyi dalam penjelasan 

umum selanjutnya disebut UUPK Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dalam alinea ke-2 untuk memberikan kepastian mengenai di satu sisi, 

kondisi tersebut menguntungkan bagi konsumen, karena dapat memenuhi 

kebutuhannya akan barang dan/atau jasa, serta memiliki kebebasan untuk memilih 

berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan 

kemampuannya. 

Timbulnya ide Perlindungan Konsumen adalah sebagai akibat lemahnya 

posisi konsumen dibandingkan dengan Pelaku Usaha. Rasio dari sesesorang perlu 

dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah, termasuk dalam hal ini 

konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah 

memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Inosentius 

Syamsul mengemukakan bahwa hukum Perlindungan Konsumen adalah peraturan 

Perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya 

mengatur mengenai kepentingan konsumen.
3
 

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa: “Konsumen merupakan setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk di perdagangkan.”
4
 

 

3 Inosentius Syamsul, Perlindungan Konsumen. Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab 

MUTLAK. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. 2004. hal. 34 
4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 
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Hak Konsumen itu diatur dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK: “Hak atas 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa.”
5
 

Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (b)UUPK 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa serta memberi penjelasan pnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”
6
 

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1504 

yang berbunyi : Penjual mengasuransikan produk terhadap cacat tersembunyi yang 

tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, atau yang membatasi 

penggunaan produk sehingga pembeli tidak membeli sama sekali dengan harga 

diskon tanpa memperhatikan cacat tersebut.
7
 

Sama halnya dengan observasi awal yang peneliti temukan dimana ada 

konsumen bernama Ibu Ana pembelian motor di Nusantara Sakti (NSS) Tetapi baru 

pemakaian 2 minggu konsumen mengeluh bahwa tiba-tiba motornya mati/ 

mogok, setelah itu konsumen membawa sepeda motornya ke service dealer, 

setelah diteliti oleh mekaniknya ternyata ada cacatnya dibagian klep motor dimana 

masalahnya ada pemasangan klep yang kurang tepat atau terlalu rapat yang 

membuat pasokan dan pembuangan pada mesin menjadi tidak seimbang sehingga 

mesin menjadi cepat panas dan akhirnya mati mendadak. 

 

 

 

5 UUPK Pasal 4 huruf (c) 
6 UUPK Pasal 7 
7 KUHPerdata Pasal 1504 
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Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga 

bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya cacat tersembunyi pada motor 

tersebut dan melanggar hak- hak konsumen yang seharusnya dilindungi terutama 

dalam pembelian sepeda motor maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan 

jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian 

garansi yang sesuai dengan hak-hak konsumen, dikarenakan biasanya konsumen 

dirugikan ketika sepeda motor tersebut telah digunakan. Dalam hal ini biasanya 

pelaku usaha hanya memberi informasi yang sedikit kepada konsumen tidak tahu 

apakah kerusakan itu disebabkan oleh dirinya yang salah menggunakan atau kurang 

perawatan atau memang sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya. 

Masyarakat sebagai konsumen sepeda motor memerlukan adanya 

perlindungan hukum terhadap sepeda motor yang dibeli yaitu dalam bentuk garansi 

sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk garansi 

itu sendiri adalah berupa jaminan atas sepeda motor tersebut, dimana apabila terjadi 

kerusakan dalam jangka waktu garansi yang diberikan maka pelaku usaha wajib 

untuk memperbaiki segala macam kerusakan yang timbul tanpa memungut biaya 

tambahan dari konsumen. Klaim garansi dapat diajukan jika konsumen telah 

memenuhi semua ketentuan garansi. akan tetapi dalam prakteknya konsumen 

sangat sulit meminta kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam 

mendapatkan pemenuhan klaim garansi sepeda motor konsumen, hal ini tentu saja 

dapat menimbulkan konflik antara produsen dan konsumen, apabila pada akhirnya 

konsumen ternyata tidak mendapatkan sesuai dengan janji yang telah disepakati. 
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Undang- Undang telah jelas mengatur mengenai perlindungan konsumen 

terkait ganti rugi yang di atur dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, yang mengatur bahwa : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuatdan/atau yang diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sehingga peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Penjual Dalam 
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Perjanjian Jual Beli Motor Perspektif KUHPerdata (Studi pada Dealer Astra 

Desa Tarailu Kecamatan Sempaga Kabupaten Mamuju)” 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana tanggungjawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada jual beli 

sepeda motor baru? 

2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas cacat tersembunyi 

pada jual beli sepeda motor baru? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab dealer terhadap cacat 

tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru 

2. Untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas 

cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini ialah : 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum dengan kaitan 

bagaimana tanggungjawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada jual beli 

sepeda motor baru dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh 

konsumen atas cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru. 
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2. Manfaat Praktis 

 

Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

di bidang hukum khususnya tentang bagaimana tanggungjawab dealer terhadap 

cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru. 

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas 

cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Tanggung Jawab Dealer terhadap Cacat Tersembunyi pada Jual Beli Sepeda 

Motor Baru. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum dalam 

KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), dealer memiliki tanggung jawab untuk 

menjamin barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi. Apabila 

ditemukan cacat tersembunyi, dealer wajib memberikan solusi berupa 

penggantian barang, perbaikan, atau kompensasi sesuai dengan kerugian 

konsumen. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam praktiknya 

sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, 

tergantung pada komitmen dealer dalam menyelesaikan sengketa secara 

adil. 

2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen atas Cacat Tersembunyi. 
 

Konsumen memiliki dua jalur utama untuk menyelesaikan sengketa akibat 

cacat tersembunyi, yaitu: 

1) Nonlitigasi melalui negosiasi langsung dengan dealer atau melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat lebih 

sederhana, cepat, dan murah. 

2) Litigasi melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan wanprestasi 

atau pelanggaran UUPK. Jalur litigasi memberikan kepastian hukum 

namun sering kali memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. 
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B. Saran 

 

1. Bagi Dealer 

Dealer harus meningkatkan tanggung jawab terhadap konsumen 

dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti memberikan 

garansi yang jelas, merespons klaim cacat tersembunyi dengan cepat, dan 

menyelesaikan sengketa secara adil. Hal ini penting untuk menjaga 

kepercayaan konsumen dan reputasi usaha. 

2. Bagi Konsumen 

 

Konsumen disarankan untuk memahami hak-haknya, termasuk hak 

atas barang yang bebas dari cacat tersembunyi. Konsumen juga perlu 

mendokumentasikan setiap transaksi dan bukti terkait, sehingga dapat 

memperkuat posisi mereka dalam menyelesaikan sengketa baik melalui 

jalur nonlitigasi maupun litigasi jika diperlukan. 
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